
Dipindai dengan CamScanner 

a. bahwa dalam upaya memberikan landasan hukurn 
terhadap Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan 
Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya, telah 
ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat 
Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah 
Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ 
Pemerintah Daerah Lainnya, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur 
Nomor 200 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 
2021 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah 
Provinsi Kepada Pemerintah Ka bu paten 
/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya; 

b. bahwa untuk mempercepat penyaluran Bantuan 
Keuangan dalam rangka pemerataan dan/ a tau 
peningkatan kemampuan keuangan antar daerah serta 
untuk mempercepat pencapaian target pembangunan 
daerah di Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya, 
perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan ketiga 
terhadap Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan 
Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah 
Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah Lainnya; 

Menimbang 

Pl• IM'I I /\N OUIJl•,tmUR KALI MANTAN UAJMT 
N M R / TAHUN 2022 

TENT ANO 
I 4 RUDAI IAN 1 ETI A A'l'A P • RATURAN OUDERNUR KALIMANTAN BARAT 

N M R 7 1'/\HUN 2021 TENTANO TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PERTANOOUNOJAWABAN BANTUAN KEUANOAN PEMERINTAH PROVINSI 

KEPADA PEMERINTAJ J<ADUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAJNNYA 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

OUBERNU KAUMANTAN BARAT 

( ' 
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Aall-TU I PUAMIOICAT DA&&AH 

I , I o. nl 1 u ot ( ,) Undnn ,.undcrng , ar N am Republik 
lndon In Tnhun 1< tt ; 

ndnnp·Unduu~ N< mor 25 Tul un tentang 
P ml intukun I n uh-du rnh lo m Provinsi 
1 nllmnntuu Bo tit, Knllmnntun ,l I tan d n K liman n 
'I lmur (I mburnn N f'llrO 1, publlk f ndon i Tahun 
l < > Nomor 1 >, 1 nmbuh 1t1 I mburnn N gar R publik 
Ind n iu Nomor 1106); 
Undnn -Umlunp Nomor Tahun 2004 ntang 
P rb nduhnruan Ne nru [Lcmb ran Ne , Republik 
Jn<.1011 . fu Tnhun 2004 Nomor 5, Tarnb han Lernbaran 
N nrn R publik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undung-Undnng Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
P m rintahnn Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Nomor 3); 

M n zln mt 
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ASISTDI P&LUOKA T DA&ILUI 

Pasal 3 
(1) Bantuan keuangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: 

a. bantuan yang bersifat umum (block grant); dan 
b. bantuan yang bersifat khusus (specific grant). 

(2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 
Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Bantuan Keuangan, meliputi: 
a. bantuan keuangan antar-daerah provinsi; 
b. bantuan keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota; 
c. bantuan keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten/Kota di luar 

wilayahnya. 

Beberapa Ketentuan dalarn Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah 
Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Serita 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 73), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 
Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 200), diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 3 ditarnbahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 73 TAHUN 2021 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN 
PEMERINTAH PRO VIN SI KEPADA PEMERINTAH 
KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

11. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan 
Keuangan Pemerlntah Provinsi Kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya (Berita 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 
73) sebagaimana te1ah diubah beberapa kali dan 
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 200 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Pernberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan 
Pernerintah Provinsi Kepada Pernerintah Kabupaten / 
Kota / Pemerintah Daerah Lainnya (Berita Daerah 
Provinsi Kalirnantan Barat Tahun 2021 Nomor 200); 
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Pasal 11 
(1) Dalam hal untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat, 

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja_b~ntuan keuangan. 

5. Pasal 10 dihapus. 
6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 

berbunyi sebagai berikut: 

nasional. 

pada proses, (1) P r ncanaan bantuan keuangan berorientasi 
menggunakan pendekatan: 

a. teknokratik; 

b. partisipatif; 

c. politis; dan 

d. atas-bawah dan bawah-atas. 
(2) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan 
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai 
tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Provinsi. 

(3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

(4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih 
kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang 
dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d, merupakan basil perencanaan yang 
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai 
dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga 

4. K t ntu n Pns 1 9 diubah, ehingga Pasal 9 bcrbunyi sebagai berikut : 
Pasal 9 

hhw1•n Pn nl n h rbunyi ihn ,oi b rlkut : 
In nl O 

( 1) nl m pro: p t encnnnun <Inn I> ngu mlun, dllnkuk n v riflka i usulan 
pt n rlmnnn h lnnjn buntuun kouungnn oleh 'l'APf P ,r n nnnan b rt om - 

mu 1 1 nt, "I Pl o uni <lcn111111 hldnrw uru nn. 
(' ) V iflkn I u: ulnn p n t Imunn, helnnjn buntuun k LHlnJ' n bog iman 

dimnl ml I ndu nynt (I) d 'IIJ(1111 111 lnkukun p n rlltlnn b rko usulan dan 
k 1 ijnknn h lm\ln buntunn k unn] 1111 h ·rdn urknn k bljukan p ·n ~cloJ n 
k mm in cir rnh dnn p ruturnn p mdnn - undungan yang b rJ· ku. 

( ) l 1 I nt I un ht it v rlllku I bugulmunu dlmak ud p d yat (2) 
m lukukun volidu I oho al da or pcnyu unan RKA 
k unngun yu111 m njudi atu kc tu· n d n an 

l<PJ< . 
bu znimnnn dlmuksud puda ayat (3) s lanjutnya dituangkan 

0. 

2. Pt ul 7 dlh pu . 
3. I t ntunn Pn. nl H cliul nh, 
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KARO P&LUIOKAT DuaAN 
IIUXUII PIMliXAH4 

(4) Pengajuan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sebagian dan/atau keseluruhan 
Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan. 

(5) Bantuan keuangan untuk mendanai keperluan mendesak dan keadaan 
darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dicairkan langsung 
setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubemur. 

(6) Permohonan pencairan bantuan keuangan dari Bupati/Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bantuan keuangan untuk 
mendanai keperluan mendesak dan keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti oleh PPrK dan Bendahara 
Pengeluaran dengan mernbuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung 
(SPP-LS) dan mengajukannya kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui PPK 
SKPD. 

(7) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan Surat 
Perintah Membayar (SPM). 

(8) Bendahara Umum Oaerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) setelah melengkapi persyaratan sebagai berikut: 
a. SPM-LS; 
b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; dan 

(1) 13uJ ti/Wnlik tu m n njuknn p rmohonun pcncalrun bz ntu n k uangan 
k p du ub rnur m lulul SKPKD, den an melcngkapi Surat pcrrnohonan 

n air n bnntuan k uangan, dibubuhi sternpel dan ditandatangani oJeh 
Bup ti/W likota dengan melarnpirk n daftar dokumen per yaratan 
pen airan bantuan keuangan. 

(2) P n ajuan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dengan syarat telah menyampaikan 
laporan realisasi keuangan dan laporan realisasi fisik bantuan keuangan 
tahun sebelumnya. 

(3) Format permohonan pencairan bantuan keuangan dan daftar dokumen 
persyaratan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan 
Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur 
ini. 

y i u P ,;I t ntunn Pn nl l t dun 11u nl 20 di I lpkun l ( o ) fl 
n I , nl 1' A h r lmnyf hupul h rlk I 

Pu ol 1 A 

r, I Ill I nil h tlm I uh I t ll 111110 hnntu, ' k .tJlltlY,IHI lop,, , nr,11n ¥;uknn 
hit ' I mu ,, "' mnl< html ')( I r 1x, (flmu f ·r ·ru J ) cf rJ ,fokst i pr 
l I nu. 

I< lH flHUfl I mt mm ( 1 ) 

fnoll7 

(2) Dihupu . 

7. K t ntunn Po nl 17 dluh11h, hfnf'f'H P11 nl 17 h I unyl ch ,gni b rlkut : 
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P&UlfOllAT DAU.UI KARO 

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat 
yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 22 
(1) Laporan realisasi keuangan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal l 9A ayat (2) merupakan Laporan 
realisasi keuangan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang 
dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 
sebelumnya. 

(2) Sisa dana kegiatan bantuan keuangan kepada Daerah Kabupaten/ Kota yang 
tidak digunakan dikembalikan ke RKUD Provinsi paling lambat satu bulan 
setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(3) Dalam hal terdapat kegiatan tidak dapat diselesaikan sampai dengan 
tanggal 31 Desember dikarenakan adanya perpanjangan waktu untuk 
penyelesaian pekerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat 
menggunakan kembali sisa dana serta wajib menganggarkannya kembali 
pada tahun anggaran berikutnya. 

(4) Dalam hal output kegiatan sudah tercapai namun masih terdapat sisa dana, 
maka dana tersebut diberikan ke Kabupaten/Kota penerima Bantuan 
Keuangan untuk dipergunakan sebagai dana penunjang pembangunan 
daerah. 

( 1) Untuk p rton un [awubun p luk onoon APBO, ctl p Kcpala Daerah 
p n rim bnntuau I< unn on haru mcnyrunp ikan laporan realisasi 
k unn un don fl lk buntuan keuan zan. 

( ) Lapornn r oil. nsl kcunn on Docrah Kabupatcn/Kota dan pemerintah 
dn rnh lninnyn bngnlmnnn dimoksud pada ayat (1) disarnpaikan kepada 
Oub rnur melnlui SKPKD dengan tcrnbusan kepada SKPD yang mernbidangi 
pen wa an, poling lnrnbat 1 (satu] bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(3) Laporan rcalisasi fisik Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah 
Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada 
Oubernur melalui SKPD yang membidangi pengendalian pembangunan 
dengan tembusan kepada SKPD yang membidangi pengawasan, paling 
lambat l (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling kurang 
meliputi: 
a. Surat pengantar yang ditujukan kepada Gubemur ditandatangani dan 

dibubuhi stempel oleh Bupati / Wali Kota penerima bantuan keuangan. 
b. Surat pemyataan tanggung jawab laporan realisasi keuangan dan fisik 

bantuan keuangan; dan 
c. Laporan realisasi keuangan dan fisik bantuan keuangan. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan softcopy. 
(6) Format surat pemyataan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

tercantum dalam Lampiran V, VI dan VII sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dad Peraturan Gubemur ini. 

Po 121 

BAB V 
PhLAP IMN DAN PRRTANOOUN tlAWABAN 

. C kli t hn il/k ndnll v rifiknsi/cekli t kclcngkapan dokumen dari PPK­ 
l{PD. 

10. Po nl 20 dlhnpu . 
11. I< l ntu n Pn al 21 dlubuh dun dltumb hkun 1 (satu) ayat yakni ayat (6), 

hlng ,, l 1 , I l h bunyl bn ,nl b rlkut: 
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HARRISON 

BERJTA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 

Diundangkan di Pontianak 
pada tanggal ',O v-tV 9cl'l 
SEK ARIS DAERAH 
PRO NSI KALIMANTAN BARAT, 

Ditetapkan di Pontianak 
pad a tanggal ~ O J If ~ Oa 

/.GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,{ 

P raturan Gubemur ini mulai bcrl ku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gub mur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Barat, 

Pasal II 

13. K tentuan nyat (2) Pasnl 24 diubah, schingga Pasal 24 bcrbunyi sebagai berikut: 

Pasal 24 

( 1) Gub rnur m lnkukan monitoring, cvaluasi dan pengawasan terhadap 
p lak nnnnn dan lnpornn p rtnn ungjawaban belanja bantuan keuangan. 

(2) Monitorin ', vnlunsl don p n nwn on scba airnana dimaksud pada ayat (1) 
s nrn t kni dilnkuknn ol h lnspektorat dun KPKD. 

(3) P lnksonuun monitoring, volunsi dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
nn urnn b lanja bantuan k uangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
b rda arkan ke entuan peraturan perundang-undangan. 
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